PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONES A

NOMOR 16 TAHUN 1981
TENTANG

PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONES A UNTUK
PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG

Menimbang : a

Mengingat : 1.

ANEKA USAHA PERKEBUNAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONES A,

bahwa Unit-unit Perusahaan Aneka Jasa yang merupakan bagian
kekayaan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Perkebunan XVII adadah
unit usaha khusus yang sifatnya merupakan penunjang bagi kegiatan usaha
PN. Perkebunar/PT. Perkebunan;

bahwa untuk tercapainya daya guna dan hasil guna dalam pengurusan dan
pengusahaan kekayaan Negara yang tertanam dalam PT. Perkebunan
XVII, maka Unit-unit Perusshaan Aneka Jasa tersebut samenjak pengdihan
bentuk PN. Perkebunan XVII menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT.
Perkebunan XV I telah dikdolatersendiri; 171

bahwa Perusahaan Dagang Dwikora adalah merupakan kekayaan Negara
yang sdlama ini berada di bawah pengdolaan Departemen Pertanian dan
memerlukan penentuan status hukum sebaga mana dimaksud dalam Undang-
undang Nomor 9 Tahun 1969,

bahwa bentuk hukum Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagamana
dimaksud dadam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 dianggap sesua
sebagal wadah untuk menampung kegiatan usaha dalam rangka penge olaan
kekayaan Negara tersebut di atas, dengan penyediaan modanya dilakukan
secara bersama oleh Negara Republik Indonesa dengan Perusahaan
Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan 1V, PT. Perkebunan VI, dan PT.
Perkebunan X X1 - XXII;

bahwa dalam rangka pembentukan Perusahaan Perseroan tersebut dipandang
perlu untuk memisahkan sebagian kekayaan Negara yang tertanam dalam
Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Perkebunan XVII berupa unit-unit
Perusahaan Aneka Jasa dan menjadikannya sebagai bagian moda ssham
Perusahaan Perseroan;

bahwa sesual dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 1969, penyertaan modd Negara Republik Indonesa dalam rangka
pendirian suatu Perusahaan Perseroan (PERSERO) ditetgpkan ddam
Peraturan Pemerintah.

Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;

Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)
sebagamana telah bebargpa kai diubah dan ditambah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan
Atas Ketentuan Pasd 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad
Tahun 1847 Nomor 23) (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2959);
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3.  Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun
1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-
bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);

4. Peaauran Pamerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan
(PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 28%) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 tentang
Perubahan Atas K etentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969
(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2894) tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara
Tahun 1972 Nomor 32, Tambahan Lembaran NegaraNomor 2987);

5. Peauran Pemerintah Nomor 6 Tahun 1971 tentang Pemberian Kdonggaran
Perpgakan Terhadap Perusahaan-perusahaan Negara yang didihkan bentuk
usahanya menjadi Perusahaan Jawatan dan Perusahaan Perseroan (PERSERO)
(Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2953);

6. Perauran Pemeintah Nomor 26 Tahun 1971 tentang Pengdihan Bentuk
Perusahaan Negara Perkebunan IV menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO)
(Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 34);

7. Peaauran Pemerinteh Nomor 28 Tahun 1971 tentang Pengdihan Bentuk
Perusahaan Negara Perkebunan VI menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO)
(Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 36);

8. Peauran Pemerintah Nomor 23 Tahun 1973 tentang Pengdihan Bentuk
Perusahaan Negara Perkebunan XX| dan Perusahaan Negara Perkebunan XXI11
menjadi Perusshaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1973
Nomor 29);

9. Perauran Pemeintah Nomor 23 Tahun 1974 tentang Pengdihan Bentuk
Perusthaan Negara Perkebunan XVII menjadi Perusahaan Perseroan
(PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG ANEKA
USAHA PERKEBUNAN.

BAB |
PENYERTAAN MODAL NEGARA

Pasal 1

(1) Negara Republik Indonesia melakukan penyertaan dadam moda saham
suatu Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang melakukan usaharusaha di
bidang Aneka Usaha Perkebunan.

(2) Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut pada ayat (1) didirikan secara
bersama antara Negara Republik Indonesa dan Perusahaan Perseroan
(PERSERO) PT. Perkebunan 1V, PT. Perkebunan VI, dan PT.
Perkebunan XXI - XX I, dengan perbandingan penyertaan modal
sahamnya akan ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

(3) Bagian Modad Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang
merupakan penyertaan Negara Republik Indonesia adalah berasal dari
sebagian kekayaan Negara yang tertanam dalam Perusahaan Perseroan
(PERSERO) PT. Perkebunan XVII yang berupa Unit-unit Aneka Jasa
sebagamana tersebut dadam Lampiran Peraturan Pemerintah ini,
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ditambah dengan kekayaan Negara yang tertanam ddam Perusahaan

Dagang Dwikora
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan (PERSERD) sebaga mana dimaksud
ddam Pasd 1, sdanjutnya discbut PERSERO, addah untuk meakukan usaha
ddam bidang aneka usaha yang berkatan dengan sektor perkebunan.

BAB IlI
MODAL PERSERO

Pasal 3

(1) Besamnya penyataan modd ssham Negara Republik Indonesia addah sebesar
nila dai sebagian kekayaan Negara yang semula tertanam ddam PT.
Perkebunan XV 11 yang dipisahkan seperti tersebut pada Pasal 1 sertanila
saluruh kekayaan Negara yang tertanam daam Perusahaan Dagang
Dwikora

(20  Sebagian kekayaan Negara tersebut pada ayat (1) merupakan nila dari modd
saham Perusshaen Parseroan (PERSERO) yang ditempatkan dan disgtor den
Negara Republik Indonesa pada saat pendiriannya sshingga modd  tersebut
sduruhnya merupakan penyertaan Negara Republik 1ndonesayang merupakan
kekayaan Negarayang dipisahken.

(3  Pengtagpan nilai kekayaen tersehut padaayat (1) sebaga mena akan dipergunakan
sebaga bagian penyeartaan Negaraddam modd PERSERO dan besamyamodd
desxr dai PERSERO ditedgokan den Mentei Keuangan berdesarkan hesll
perhitungan bersama oleh Departemen K euangan dan Departemen Pertanian.

(4) Besanya penyertaan modd ssham Perusshean Perseroen (PERSERO), PT.
Perkebunan IV, PT. Perkebunen VI dan PT. Pakebunen XXI - XX I,
sehagamana dimaksud ddam Pasd 1 aya (2) serta ketentuan-ketentuan lan
mengena parmoddan PERSERO ditetgpkan ddam Anggaran Dasamyadengan
ketentuan bahwa modd desr PERSERO terbag das stham- saham sesua
dengan ketentuan Pasd 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972,

(5)  Neracapembukaan PERSERO ditetgokan deh Menteri Keuangan.

BAB IV
PELAKSANAAN PENDIRIAN PERSERO

Pasal 4

Pelaksanaan pendirian PERSERO dilakukan menurut Ketentuan-ketentuan Kitab
Undang-undang Hukum Dagang (Staatdolad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana
yang telah beberapa kai diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang
Nomor 4 Tahun 1971 dengan memperhatikan ketentuan- ketentuan yang
termaktub ddam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 jo Perauran
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972,

Pasal 5

(1) Penydesaan pendirian PERSERO dikuasakan kepada Menteri
Keuangan sesua dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasad 3
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969.

(2) Mentei Keuangan dapat menyerahkan kekuasaan tersebut pada ayat (1)
dengan disata hak subgitus kepada Menteri Pertanian dengan ketentuan
bahwa Rancangan Anggaran Dasar PERSERO harus mendapat persetujuan
terlebih dahulu dari Menteri Keuangan.
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(3) Kepada Mentei Pertanian diberi kekuasaan untuk menunjuk
seseorang untuk ikut serta mendirikan PERSERO, sesua dengan
ketentuan yang termaktub daam Pasd 6 Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 1969.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hd-hd yang bdum diatur ddam Peraturan Pemerintahini akandiatur lebihlanjut.
Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mula berlaku padatanggd diundangkan.

Agar supaya stigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Pemerintah ini dengan penempaannya ddam Lembaran Negara Republik
Indonesa

Ditetapkan di Jakarta pada
tanggd 3 Juni 1981
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd

SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta

padatanggd 3 Juni 1981

MENTERI/SEKRETARISNEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESA TAHUN 1981 NOMOR 21
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